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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi 

ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.1 

Dalam pemberian fasilitas kredit bagi perusahaan pembiayaan, pihak 

perbankan tentu saja tidak hanya bergantung kepada perjanjian kredit yang dibuat 

antara kedua belah pihak. Untuk meng-cover fasilitas kredit, mengurangi risiko 

kerugian dan memberikan rasa aman bagi bank atas pemberian fasilitas kredit 

dimaksud, maka perusahaan pembiayaan (multifinance) sebagai debitur 

diwajibkan memberikan jaminan kepada bank selaku kreditur. 

Pemberian kredit dari pihak perbankan kepada perusahaan pembiayaan 

umumnya menggunakan skim / pola Joint Financing dan Kredit Modal Kerja 

(selanjutnya disebut KMK). Masing-masing skim / pola pembiayaan di atas 

mempunyai jaminan yang berbeda. Fasilitas Joint Financing diberikan pihak 

perbankan dengan jaminan khusus yaitu Jaminan Fidusia, arti fidusia adalah 

seperti di Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana 

harus dibuat Akta Pemberian Jaminan Fidusia oleh Notaris dan Pendaftaran, 

sedangkan Kredit Modal Kerja (KMK) diberikan dengan jaminan umum. 

																																								 																					
1Otoritas Jasa Keuangan, Booklet PerbankanIndonesia 2014, Jakarta: Maret 2014, hlm.9.	
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Sedangkan dalam penelitian ini Penulis akan menelusuri mengenai perusahaan 

pembiayaan (leasing) dimana pinjaman yang diberikan oleh pihak perbankan 

kepada perusahaan pembiayaan adalah dengan jaminan umum yaitu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdata. 

Menurut Sunu Widi Purwoko: “Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia 

banyak dipergunakan untuk menjamin kredit modal kerja dan kredit investasi 

serta pembelian kendaraan dan mesin pada usaha pembiayaan” 2 

Istilah jaminan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara 

kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum 

debitur terhadap barang-barangnya 3Pemberian jaminan untuk fasilitas kredit 

sebagaimana disebutkan pada alinea di atas, merupakan salah satu instrument 

pokok yang meng-cover kepentingan bank dan fasilitas kredit yang diberikannya 

serta memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yaitu Pasal 1 angka 23: “Jaminan pokok yang diserahkan debitur 

dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 4 

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang 

kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian 

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

																																								 																					
2	Sunu Widi Purwoko, Catatan Hukum Seputar Kredit Dan Jaminan, cet.1, (Jakarta: Nine Seasons 
Communication, 2011), hlm. 177-178.	
3	H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2004), hlm. 21.	
4	Indonesia, Undang-undang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998, Ps. 1 Angka 23.	
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Bank konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional 

(BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Umumnya bank di Indonesia 

berbentuk BUK, dengan kegiatan usaha sebagai berikut: 5 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

2) Memberikan kredit; 
3) Menerbitkan surat pengakuan utang; 
4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 
a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud; 

b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa 
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan 
surat-surat dimaksud; 

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 
d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
e) Obligasi; 
f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan 
g) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan 1 tahun. 
5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 
6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 
9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 
10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 
11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat; 
12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang Undang tentang Perbankan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

																																								 																					
5Idem, hlm. 9-11.	
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14) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 
yang berlaku; 

15) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; 

16) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 
dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; 

17) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana 
pensiun yang berlaku; dan 

18) Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan 
Pengelolaan/Trust. 

 
Sesuai kegiatan usaha yang diuraikan diatas, salah satu usaha Bank Umum 

Konvensional adalah pemberian kredit kepada masyarakat guna menunjang 

pembangunan dan peningkatan ekonomi. Adapun pengertian kredit menurut Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa: “Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang pinjam-meminjam antara Bank dengan Pihak 

lain yang mewajibkan Pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan jumlah bunga” 

Tentunya dikarenakan perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian, maka 

sebelum adanya persetujuan dalam pemberian Kredit tersebut, Bank harus 

memperhatikan adanya lima faktor yang dikenal dengan nama 5C, yaitu: 

Character (kepribadian), Capacity (Kesanggupan membayar utang), Collateral 

(jaminan), Capital (modal) dan Condition (kondisi ekonomi). Kelima hal diatas 

dilakukan, untuk mengurangi resiko kemungkinan pengembalian prestasi dari 

pihak debitur yang tidak tepat waktu. 

Salah satu dari 5C tersebut adalah adanya collateral (jaminan) dalam 

pemberian kredit. Jaminan utang ini pada dasarnya berfungsi untuk memberikan 
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perlindungan kepada Kreditur yang telah melepaskan sejumlah uang atau plafond 

sebagai modal oleh Debitur dan sekaligus memberi kepastian hukum kepada 

Kreditur. Jaminan yang diutamakan dalam hal ini adalah jaminan kebendaan.  

Dalam praktiknya fungsi dari suatu jaminan yang telah diikat dengan jaminan 

kebendaaan adalah pada saat Debitur wanprestasi jaminan kebendaan tersebut 

dapat segera dieksekusi.Berhubungan dengan hal-hal tersebut maka dimunculkan 

suatu teori yaitu teori untuk mengikat keduanya antara perjanjian dan perikatan 

serta benda yang menjadi objek jaminan, dan diatur di dalam pasal 1131 yaitu 

terkait dengan jaminan umum dimana dalam hal ini segala barang-barang 

bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan 

ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, 

selanjutnya diperjelas dalam Pasal 1132 barang-barang itu menjadi jaminan 

bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi 

menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur 

itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa jaminan umum adalah suatu jaminan yang digunakan untuk kepentingan 

debitur menyangkut semua kepentingan debitur. 

Jaminan Khusus digunakan untuk mengatasi semua persoalan-persoalan yang 

terdapat di dalam jaminan umum seperti mengatur atau mengisi ataupun 

melengkapi segala hal yang tidak diatur di dalam jaminan umum., selanjutnya 

yang terakhir adalah jaminan kebendaan, jaminan kebendaan dalam hal ini salah 

satunya adalah jaminan fidusia,6 

																																								 																					
6Frieda Husni Hasbullah, Hukum kebendaan perdata, ( Jakarta : Indo Hill, 2009), hlm. 11	
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Adapun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, pengikatan jaminan fidusia adalah atas hal-hal sebagai berikut : 

a) Utang yang telah ada; b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah 

diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau, c) Utang yang pada saat eksekusi dapat 

ditentukan jumlahnya berdasarkan Perjanjian Pokok yang menimbulkan 

kewajiban memenuhi prestasi. 

Secara proses, jaminan fidusia tidak dapat langsung diikat melalui perjanjian 

kredit atau perjanjian utang. Setelah adanya perjanjian utang-piutang antara 

Kreditor dengan Debitor maka selanjutnya harus dibuat Perjanjian Fidusia yang 

dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris. Hal ini dilakukan 

untuk melindungi dan memudahkan Kreditor dalam pembuktian bahwa telah ada 

suatu penyerahan hak kepemilikan terhadap Kreditor. 

Perjanjian ini kemudian disebut juga dengan “Akta Jaminan Fidusia” (das 

sein) yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi : “Pembebanan Benda dengan Jamian 

Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta 

Jaminan Fidusia.”.  

Konsep dimana Akta Jaminan Fidusia dibuat terpisah dengan perjanjian utang, 

karena sifat Perjanjian Fidusia sendiri adalah accesoir   (ikutan / pelengkap), 

karena Perjanjian Fidusia merupakan pelengkap dari Perjanjian Utang-Piutang 

(Perjanjian Kredit)7, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan umum Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

																																								 																					
7Meriam Darus Badrul Zaman, Bab-bab Tentang Credit verband, Gadai dan Fidusia, (Bandung : 
Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 89.	
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Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak, khususnya 

Bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 

terhadap Kreditor lainnya. 

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna 

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan 

memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia (kreditor) 

terhadap kreditkor lain. Fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi 

bank ataupun nasabahnya untuk barang bergerak, hal ini dikarenakan kreditor 

tidak perlu repot merawat dan menyediakan tempat menyimpan barang jaminan. 

Dalam sistem jaminan fidusia, barang tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi 

masih berada dalam kekuasaan debitor. Namun sebelum utang dibayar lunas oleh 

debitor, hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditor. 8 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, diantaranya adalah 

kendaraan bermotor. Mengingat jaminan fidusia mengikat kendaraan bermotor 

yang sangat mudah dipindahkan lokasinya, bahkan pemegang bezit dari kendaraan 

bermotor sendiri sangat mudah berpindah dengan sifatnya yang merupakan benda 

bergerak, maka jaminan fidusia memiliki kelebihan dalam hal eksekusi yaitu 

dikenalnya parate executie. Adanya jaminan ini timbul karena adanya perjanjian 

yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang 

																																								 																					
8 Gatot Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan, (Jakarta : Jambatan, 1995), 
hlm. 74.	
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bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan: “Jaminan yang 

bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan 

sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang 

sanggup membayar / memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.” 9 

Jaminan fidusia yang merupakan obyek dari penulisan tesis ini, termasuk ke 

dalam ruang lingkup jaminan yang bersifat kebendaan. “Jaminan yang bersifat 

kebendaan memberikan hak-hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam 

mengambil pelunasan daripada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu 

benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan.10 

Mengenai jaminan ini juga dibahas dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah.”11  

 
Definisi, eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia, maupun ruang lingkupnya 

telah diatur dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia dan telah diundangkan pada tanggal 30 September 

1999. Definisi fidusia sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut : ”fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 

bahwa benda yang kepemilikan haknya dialihkan tetap dalam pengawasan pemilik 

																																								 																					
9 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 
Dan Jaminan Perorangan, cet.2, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2001), hlm. 46. 
10 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2002), hlm. 17. 
11	Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook), diterjemahkan oleh R. Subekti 
dan Tjitro Sudibio, cet.26, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), Ps. 1132	
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benda.” Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia juga dijelaskan dalam 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

sebagai berikut : 

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 
berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 
terhadap kreditur lainnya.12 

 
Menyimak penjelasan tersebut di atas, kita dapat dengan jelas 

membedakan antara fidusia dan jaminan fidusia, dimana “fidusia merupakan 

proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang 

diberikan dalam bentuk fidusia.”13 

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta 

notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Akan tetapi ada sebagian para 

ahli berpendapat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia tidak memiliki sifat 

accesoir dan berdiri sendiri. Akibatnya ialah bahwa lahir dan berakhirnya fidusia 

tidak tergantung pada perikatan yang lain (pokok). Jika penyerahan hak milik 

secara fidusia akan diakhiri, maka harus diadakan perbuatan sendiri, yang 

menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia itu telah berakhir. 

Menurut pendapat Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, SH. : “Penyerahan hak 

																																								 																					
12	Ibid, Ps. 1 angka 2.	
13 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), hlm. 130 
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milik secara fidusia sebagai jaminan mempunyai sifat accesoir karena melekat 

pada perjanjian pokok (pinjam uang).” 14  

Eksekusi atas jaminan fidusia dapat dilakukan secara parate eksekusi 

sebagaimana salah satu asas jaminan fidusia yaitu asas parate eksekusi, 

sebagaimana diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Parate eksekusi ini dilakukan dengan melakukan lelang eksekusi 

atas obyek jaminan fidusia menggunakan titel eksekutorial yang tertuang dalam 

sertifikat jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia. Sifat parate eksekusi ini 

memudahkan penerima fidusia untuk melakukan eksekusi secara cepat dan 

efisien, dibandingkan apabila suatu obyek tidak diikat dengan jaminan fidusia 

yang dalam eksekusinya harus melalui gugatan di pengadilan terlebih dahulu yang 

tentunya memakan waktu tidak sebentar (das sollen). 

Penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel eksekutorial, juga dapat 

dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia. Kemudahan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia ini disebabkan karena 

sifat obyek yang merupakan benda bergerak tersebut, sehingga perbankan atau 

industri jasa keuangan yang menggunakan jaminan fidusia mendapatkan 

perlindungan dari debitor nakal. 

Meskipun tentunya pelaksanaan parate eksekusi tidak semudah itu, karena 

terdapat kompleksitas tersendiri dalam setiap utang. Akta jaminan fidusia sendiri 

yang merupakan accesoir dari perjanjian utang utamanya sangat bergantung 

dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian utang sebelum bisa melakukan 

																																								 																					
14 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia, cet.5, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 96. 
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upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh Undang-Undang No 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia. 

Di Indonesia pengaturan umum mengenai perjanjian terdapat di dalam Buku 

III KUHPerdata tentang Perikatan, yang menganut sistem terbuka (open system), 

artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, baik 

perjanjian bernama (nominaat) maupun perjanjian tidak bernama (innominaat), 

asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.15 

Perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam perjanjian bernama terdapat dalam 

Buku III KUHPerdata, antara lain : 

1) perjanjian jual beli,  
2) perjanjian tukar- menukar,  
3) perjanjian sewa-menyewa,  
4) perjanjian untuk melakukan pekerjaan,  
5) perjanjian persekutuan,  
6) perjanjian tentang perkumpulan,  
7) perjanjian hibah,  
8) perjanjian penitipan barang,  
9) perjanjian pinjam pakai,  
10) perjanjian pinjam-meminjam,  
11) perjanjian bunga tetap atau bunga abadi,  
12) perjanjian untung-untungan,  
13) perjanjian pemberian kuasa,  
14) perjanjian penanggungan, dan  
15) perjanjian perdamaian.  

 

Sedangkan perjanjian tidak bernama karena merupakan perjanjian yang belum 

ada pengaturannya secara khusus di KUHPerdata, maka dalam praktiknya lahir 

karena asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian baik jual beli maupun utang 

piutang memiliki prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana dalam 

kasus ini Pembeli telah memenuhi prestasi namun Penjual belum memenuhi 

prestasi, yang pada saat bersamaan dalam utang piutang Kreditor telah memenuhi 
																																								 																					
15Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,(Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 13.	
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prestasi namun Debitor belum memenuhi prestasi. 

Penelitian ini akan meneliti penyelesaian seperti apa yang seharusnya 

dilakukan oleh para pihak berdasarkan hukum yang berlaku sebagai Das Sollen, 

namun juga akan meneliti hasil dari putusan-putusan Majelis Hakim dalam 

memeriksa perkara baik terkait dengan perjanjian kredit dan Akta Jaminan Fidusia 

sebagai Das Sollen yang dibuat antara PT BANK OCBC NISP Tbk dengan 

Debitornya, serta transaksi jual beli yang dilakukan terkait dengan obyek jaminan 

fidusia yaitu Mobil Mini Cooper Type Countryman Ltd Edition yang dijual oleh 

PT MAXINDO INTERNATIONAL NUSANTARA INDAH. 

Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas, Peneliti membuat penelitian 

hukum dengan judul : Analisis Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan 

Bermotor Sebagai Obyek Yang Menjadi Sengketa Jual Beli. 

 
2. Rumusan Masalah 

Melalui uraian latar belakang masalah di atas maka dapat di tarik sebuah 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian jaminan fidusia PT OCBC NISP Tbk selaku kreditur 

dengan Pembeli selaku debitur sesuai dengan Undang-Undang No 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? 

2. Bagaimana keabsahan jaminan fidusia atas obyek yaitu Mobil Mini 

Cooper Type Countryman Ltd Edition yang dikemudian hari menjadi 

sengketa jual beli? 

3. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Nomor  565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel 

dan Pengadilan Tinggi Nomor 410/Pen/Pdt/2015/PT.DKI menyelesaikan 

sengketa antara Pembeli dengan PT OCBC NISP Tbk?  
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3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memandang secara realitas dan objektif berdasarkan Undang-

Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa adanya 

perjanjian berbentuk jaminan fidusia antara PT BANK OCBC NISP Tbk 

dengan SULISTIA RATIH dan MUHAMMAD IMANSYAH.  

2. Untuk mendeskripsikan keabsahan pembebanan Jaminan fidusia atas 

Mobil Mini Cooper Type Countryman Ltd Edition yang menjadi obyek 

sengketa perbuatan melawan hukum. 

3. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor  

565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan Pengadilan Tinggi Nomor 

410/Pen/Pdt/2015/PT.DKI dalam penyelesaian sengketa antara Pembeli 

dengan PT BANK OCBC NISP Tbk?  

 
4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: untuk pengembangan ilmu hukum dalam hal ini adalah 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kredit yang 

di bebankan dengan jaminan fidusia dalam kondisi adanya sengketa jual 

beli yang mendasari kredit tersebut, sesuai dengan hukum positif yang 

berlaku khususnya di Indonesia. 

2. Manfaat praktis: memberi masukan bagi praktisi hukum dan instansi 

terkait dalam hal ini terkait dengan hukum utang piutang dengan jaminan 

fidusia dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku hingga saat ini di Indonesia. 
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5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini memiliki sistematika berupa lima bab yang menguraikan 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisa dan kesimpulan 

serta saran, dengan uraian sebagai berikut : 

  BAB I        PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini menguraikan hasil kajian pustaka berupa 

penelusuran literatur terkait dengan perjanjian, jaminan fidusia, 

kredit dan jual beli. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini menguraikan secara singkat mengenai metode 

penelitian, tipe penelitian, data yang digunakan, cara 

pengumpulan data dan analisis data. Tipe penelitian dalam 

penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian 

deskriptif merupakan tipe penelitian yang bersifat pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap 

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada 

saat tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.16   

																																								 																					
16	Abdulkadir	 Muhammad,	Hukum	 dan	 Penelitian	 Hukum,	 Bandung:	 PT	 Citra	 Aditya	 Bakti,	
2004,	hlm.	52	
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  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan 

pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder, 

terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, 

Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);  

b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia;  

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris;  

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M.02 Tahun 2004 Tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; 

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan 

Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;  
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 

tentang PPAT  

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan 

Notaris;  

h. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

23/69/KEP/DIR Tahun 1991 Tentang Jaminan Pemberian 

Kredit;  

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; 

j. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.). 

 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber 

dari literatur-literatur, makalah dan dokumen serta tulisan 

ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini. 

 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan internet 

yang terkait dengan penelitian ini. 

Metode Analisis Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan 

mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang 

dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu 

interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Analisis data 

dilakukan secara deskripstif kualitatif, artinya hasil penelitian 

ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian 

kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk 

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Data kemudian 

dianalisis dengan metode deduktif-induktif, yaitu suatu cara 

berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum 

dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat 

khusus untuk mengajukan saran-saran. Serta disajikan 

tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan 

gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk 

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

  Bab ini merupakan pengolahan dan analisis data mengenai 

keabsahan jaminan fidusia atas obyek yang sedang dalam 

sengketa sebagaimana terjadi dalam studi kasus melalui analisa 

putusan-putusan yang menjadi obyek penelitian, disertai dengan 
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analisa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

menjawab rumusan permasalahan. 

BAB V  KESIMPULAN dan SARAN 

  Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, 

yang merupakan bab penutup. Dalam bab ini diuraikan 

kesimpulan dan saran penulis terkait dengan rumusan masalah 

yang diteliti oleh penulis. 

 


